
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

    

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN OLEH PENGEMBANG DI KOTA DEPOK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman 

serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik 

bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan 

perumahan dan permukiman, perlu menyediakan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan 

permukiman yang memadai; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah serta 

dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, 

keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta 

memberikan kepastian hukum, telah ditetapkan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 

tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang                       

di Kota Depok; 
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  c. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kota 

Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu 

dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-

undangan dan dinamika masyarakat saat ini; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14                     

Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh 

Pengembang di Kota Depok; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2013);  

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5252); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang 

Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan 

Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3350);  

  11. Peraturan  Pemerintah  Nomor   26  Tahun  2008  

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 
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  14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5883); 

  15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2011 Nomor 15); 

  16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13                   

Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok                           

Tahun 2016 Nomor 02); 

  17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Depok Nomor 92); 

  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

dan 

WALI KOTA DEPOK 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 14                   

TAHUN 2013 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA 

SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

OLEH PENGEMBANG DI KOTA DEPOK.     
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  Pasal I 

  Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan  

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai 

berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

  Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.  

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan 

Pemerintah Daerah Kota Depok. 

3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya 

disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom.  

4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.  

5. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat 

yang berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik 

daerah.  

6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 

lingkungan yang memungkinkan lingkungan 

kawasan perumahan dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang 

berfungsi untuk penyelenggaraan dan 

pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, 

keagamaan dan budaya.  

8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk 

pelayanan lingkungan.  


